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BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERA"RAN DAEF AH KABUPATEN RATINGAN
NOMOR  7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA BSA

BUPAT.I KATINCIAN,

Menimbang   :   a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3] 1  ayat (1)
Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan   Daerah,  sebagaimana  telah  beberapa  kal
diubah terakhir dengaJI Ur,dung-Undang Nomor 9 Tahun
2015   tentang   Perubahan   Kedua   atas   Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal  104 ayat (1) Peraturari Pemerintah Nomor  12 Tahun
2019       tentang       Pengelolaan       Keuangan       Daerah,
Gubemur / Bupati/ Wali       Kota       wajib       mengajukan
Rancangan      Peraturan      Daerah      tentang     Anggaran
Pendapatan     dan     Belanja     Daerah     kepada     Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan
bersama;

b.  bahwa  Rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran
Pendapatan     dan     Belan.ia     Daerah     yang`     diajukan
sebagaimana    dinaksud    pada    huruf   a,    merupakan
perwujudar, dari Rencana Kclja Pemerintah Daerah Tahun
2023  yang  dijabal.kan  ke  dalam  Kebijakan  Umum  APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023;

Mengivgat      :    1.   Undang-Undang     Nomor     5     Tahun     2002     tentang
Pembentukan  Kabupaten  lfatingan,  Kabupaten  Seruyan,
Kabupaten Suhamara, Kab` .jaten I.amandau,  Kabupaten
Gunung   Mas,    Kabupaten    PulaLng   Pisau,    Kabupaten
Murung  Raya  dan  Kabupaten  Barito  Tinur  di  Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2002   Nomor   18,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4180) ;
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2.   Undang-Undang     Nomor     17     Tahun     2003     tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Pepublik  Indonesia
Tahun   2003   Nomor  47,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Nomor   4286)    sebaLgaimana   telah
diubdh  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020
tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitae Sistem Keuangan untuk
Penanganan P€ ndemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-
19)  dan/atau Dalani Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan      Perekonomian      Nasional      dan/atau
Stabilitas   Sistem   Keulangan   Menjadi   Undang-Undang
(I,embaran Negar.a Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87,   Tambahan   Ilembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6485);

3.   Undang-Undang     Nomor      1      Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  5,  Tanbaha.n  Lembaran
Negara   Republjk  Indonesia  Nomor  4355)   sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2020 tentang Penetapan Pet aturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (Covid-
19)  dan/atau Dalam Ran8ka Menghadapi Ancaman yang
Memhahayakan      Perekonomian      Nasional      dan/atau
Stabilitas   Sist.em   Keuangan   Menjadi   Undang-Undang
(Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6485) ;

4.   Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (I.embaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2nn4  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Ir.cLonesia Nomor 4421 ) ;

5.   Undang-Undang     Nomor     12     Tahun     2011     tentang
Pembentukan Peraturan Peruridang-undangan (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2011    Nomor   82,
Tanbahan  I.Bm'oaran  Negara  Republik  lndoi]esia  Nomor
5234)  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  teralchir
dengan  Undang-Undang  Nomor  i3  Tahun  2022  tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  12 Tahun
2011     tcntartg    Pembentukan     Peraturan     Perundang-
undangan  (I.embai.an  Nega7.a  Republik  Indonesia  Tahun
2022  Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6801 ) ;

6.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  Tanbahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor   5587)   sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah   terakhir  dengan  Undang-
Undang   Nomor   11   Tabun   2020   tentang   Cipta   Kerja
(Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tchun 2020 Nomor
245,   Tambahan  I.embaran   Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6573) ;
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7.   Undang-Undang Nomor 1 Tchun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2022   Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  NeganaL  Republik
Indonesia Nomor 6757) ;

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  109  Tahun  2000  tentang
Kedudukan  Keuangan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2000  Nomor  210,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

9.   Pel.aturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (I+emharan
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   48,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4502)    sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Pemerintah  Nomor  74  Tchun  2012  tentang  Perubahan
alas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2012   Nomor   171,
Tambahan  Lembaran  Negara  _tepublik  Indonesia  Nomor
5340);

10.Peraturan   Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2009   tentang
Bantuan   Keuangan   Kepada   Partai   Pontik   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2009   Nomor    18,
Tambahan  I€mbaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4972),  sebagairnana  telah  beberapa  kali diubah  terakhir
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   1   Tahun   2018
tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan   Pemerintah
Nomor 5 Tahi'n 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai   Politik   (I.embaran    Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2018   Nomor   1,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6177) ;

11.Peraturan   Pemerintah   Nomor  71   Tahun  2010   tentang
Standar   Akuntansi    Pemerintahan    (Lembaran    Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  123,  Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165);

12.Peraturan   Pemerintah  Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan        dan        Pengawasan        Penyelenggaraan
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republ.. k Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan   dan   Adininistratif   Pimpinan   dan   Anggota
Dewan   Perwa]dlan   RaLkyat   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia Tahun  2017  Nomor  106,  Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

14.Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolann     Keuangan     D9erah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tamhahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
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15.Peraturan   Pemerintah   Nomor   13  Tahun   2019   tentang
Laporan    dan    Evaluasi    Penyelenggarann    Pemerintah
Daerah   (I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun
2019 .Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6323) ;

16. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2012
tentang    Pedoman    Pengelolaan    lnvestasi    Pemerintah
Daerah  (Berita  Negara  Repubiik  Indonesia  Tahun  2012
Nomor 754) ;

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62  Tahun  2017
tentang  Pengelompokan  Kemanpuan  Keuangan  Daerah
serta     Pelaksanaari    dan    Pertanggung).awaban    Dana
Operasional   (Berita   Negara   P.epublik   Indonesia  Tahun
2017 Nomor  1067);

18. Peraturan  Meiiteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2018
tentang  Tata  Cara  Penghit`mgan,  Penganggaran  Dalam
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  dan  Tertib
Administrasi    Pengajuan,     Penyaluran,     dan    I.aporan
Pertanggungjawaban    Penggunaan    Bantuan    Keuangan
Partai  Politik  (Berita  Negara  L`epublik  Indonesia  Tahun
2018   Nomor   630)   sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  78  Tahun  2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penchitungan,
Penganggaran  Dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah,  dan  Tertib  Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran,
dan  Laporan  Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan Partal Pontik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

19. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang     masifikasi,      Kodefikasi     dan     Nomenklatur
Perencanaan PembangunarL dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Repubuk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedomari  Teknis  Pengelolaari  Keuangan  Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor
1781);

21.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerch,
Rancangan     Peraturan     Daer.ch     tentang     Perubahan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Rancangan
Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan    dan    J3elanja    Daerah,    dan    Rancangan
Peraturan Kepala. Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggann Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
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Dengan Persetujuan Bersama

DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN KATINGAN
dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSRAN :

Menetapkan    :    PERATURAN  DAERAH  TENTANG  ANGGARAN  PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.   Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah   Daerah   dan   DPRD   menurut   asas   otonomi   dan   tugas
pembantuan    dengan    prinsip    Negara    Kesatuan    Republik   Indonesia
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.

2.   Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  setagal  unsur  penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga    Perwaldlan    Rakyat    Daerah    sebagal    unsur   penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

4.   Bupati adalah Bupati Katingan.
5.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat

APBD adalah rencana keuangan tchunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

6.   Pedoman  Penyusunan  APBD  adalah  pokok  kebijakan  sebagal  petunjuk
dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

Pasal 2
APBD  terdiri  atas  Pendapatan  Daerah,  Belanja  Daerah,   dan  Pembia.yarn
Daerch.

Pasal 3

APBD     Kabupaten     Katingan    Tahun     Anggaran     2023     beq.umlah     Rp
1.535.575.584.258   terdiri   atas   Pendapatan   Daerah,   Belanja  Daerah,   dan
Pembiayaan Daerah dengan Rincian sebagal berikut :
a.  Pendapatan Daerah           Rpl.358.834.240.584
b.  Belanja Daerah                    Rpl.535.575.584.258

Defisit/Surt`Ius     Rp(176.741.343.674)
c.  Pembiayaan Daerah

1.  Penerimaan     Rpl91.620.343.674
2.  Pengeluaran   Rpl4.879.000.000

Pembiayann Netto  Rpl76.741.343.674
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan            Rp. 0

Pasal 4

Pendapatan   daerah   direncanakan   sebesar   F`p.    1.358.834.240.584   yang
bersumber dari :
a.  Pendapatan Asli;
b.  Pendapatan Transfer; dan
c.  Lain -lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 5

(1) Pendapatan  asli  daerali  sebagaimana  dimakBud  dalaln  paeal  4  huruf a
direnca]]akan sebesar Rp 112.200.485.800 yang terdiri atas:
a.  Pajck Daerch;
b.  Retribusi Daerah
c.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.  hain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada €iyat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp51.674 .929 .702

(3) Retribusi    Daerah    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   b
direncanakan sebesar Rp7.123.068.218

(4) Hasil   pengelolaan   kekayaan   daerah   yang   di   pisahhan   sebagaimana
dimaksud pada ayat ( I) huruf c direncanakan sebesar Rp20.192.215.980

(5) I.aln-lain  pendapatan  ash  daerah yang  sah  sebagaimana dimakeud  pada
a.yat ( 1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.210.271.900

Pasal 6

(1) Pendapatan   transfer   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   4   huruf  b
direncanakan sebesar Rp 1.246.633.754.784 yang terdiri atas:
a.  Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.  Pendapatan transfer antar daerah

(2) Pendapatan  transfer pemerintah  pusat  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesa:r Rpl .217.869.250.000

(3) Pendapatan  transfer  antar  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp28. 764. 504.784

Pa8al 7

Anggaran   Belanja   Daerah   tahun   anggaran   2r`13   direncanakan   sebesar
Rpl.535.575.584.258 yang terdiri atas:

lanj
lanj

operasional;
modal;

Belanja tidak terduga; dan
Belanja ti.ansfer.

Pasal 8

( 1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp966. 537.973.240 yang terdiri atas:
a.  Belanja pegawal;
b.  Belanja barang dan jasa;
c.  Belanja bunga;
d.  Belanja subsidi;
e.   Belanja hibah; dan
f.   Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja    pegawal    sebagaimana    dinakeud    pada    a.yat    (1)    huruf   a
direncanakan sebesar Rp506.725.634.652

(3) Belanja  barang  dan jasa  sebagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf b
direncanakan sebesar Rp385.619.910.667

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d direncanakan
sebesar Rp 1.460.000.000

(6) Belanja hibah sebagaimana din: alcsud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesarRp71.740.762.762
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(7) Belanja  bantuan  sosial  sehagalmana  dimaksud  pada  ayat  (1)   huruf  f
direncanakan sebesar Rp991.665.159

Pasal 9

(1) Anggaran  belanja  modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  7  huruf b
direncanakan sebesa.r Rp342.4.41.164.094 yal]g terdiri atas:
a.  Belanja modal tamh
b.  Belanja modal peralatan dan mesin
c.   BelaLnja modal bangunan dan gedung
d.  Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
e.  Belanja modal aset tetap lainliya; dan
f.   Belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja   modal   tanah   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf  a
direncanakan sebesar Rp 120.000.000

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp45.503.133.836

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagainiana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rpl45.464.003.S ` i

(5) Belanja  modal jalan,  jaringan,  dan  irigasi  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat ( I) huruf d direncanakan sebesar Rp 150.953.126.952

(6) Belanja  modal  aset  tetap  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp400.900.000

(7) Belanja modal aset tidak berwujud  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp.

Pasal  10

Anggaran belanja tidak terduga set agaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanalcan   sebesar   Rplo.000.000.000   yang  terdiri   atas   belanja   tidak
terduga.

Pasal  1 1

(1) Anggaran belanja transfer sebagainana dimalcsud dalam pasal 7  huruf d
direncanakan sebesar Rp216.596.446.924 yang terdiri atas:
a.  Belanja bagi hasil; dan
b.  Belanja bantuan keuangan

(2)Belanja   bagi   basil   sebagaimana   dimaksud   pada   aya.t   (1)    humf   ai
direncanakan sebesar Rp4.498.692.724

(3) Belanja bantuan keuangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b
direncanakan sebesar Rp212.097. 754.200

I 'asal  12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:
a.  Penerimaan pembiayaan sebesar Rpl91.620.343.674
b.  Pengeluaran pembiayaan sebesar Rpl4.879.000.000

Pasal 13

( 1 ) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp 191.620.343.674 yang terdiri atas:
a.  Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b.  Hasil penjualan kekayaan daerati yang dipisahkan;
c.  Penerimaan pinjaman daerah;
d.  Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
e.  Penerimaan  pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang - undangan.
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(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnyaL sebngaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a direncanakan sebesar Rp 191.620.343.674

Pasal 14

( 1 ) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b direncanakan sebesar Rp I 4.879. 000.000 yang terdiri atas:
a.  Penyertaan modal daerah;
b.  Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
c.  Pemberian pinjalnan daerah; dan
d.  Pengeluaran  pcmhiayaan  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan;

Pasal  15

(1) Selisih  antara  anggaran  pendapatan  daerali   dengan  anggaran  belanja
daerah        mengakibatkan        telj adinya        surplu s / (defisit)         sebesar
Rp(176.741.343.674)

(2) Pembiayaaan   neto   yang   merupakan   selisih   penerimaan   pembiayaan
terhadap         pengeluaran         pembiayaan         direncanakan         sebesar
Rpl76.741.343.674

Pasal  16

(1) Dalam   keadaan   darurat   temia8uk   keperluan   mendesak,   Pemerintah
Daerah  dapat  melakukan  pengeluaran yang belum  tersedia  anggarannya
dan  /  atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah   ini,   yang   selanjutnya  dinasukan   dalam   Perubahan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daer`'th  Kabupaten  Katingan  Tahun  Anggaran
2023,  dengan  tata  cara  sesuai  dengan  cara  terlebih  dahulu  melckukan
peraturan  kepala  daerah  tentang Penjabann  APBD,  dan  pemberitahuan
kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaihan dalam laporan Realisasi
Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.  Bencana  alam,  bencana  non-alam,  bencana  sosial  dan/atau  kejadian

luar biasa;
b.  Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolorLgan; dan/atau
c.  Kerusakan    sarana./prasarana    yang    dapat    mengganggu    kegiatan

pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:

a.  Kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelayanan  dasar  masyarakat  yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun ar]ggaran beljalan;

b.  Belanja daerah yang bersifat mengihat dan belanja yang bersifat wajib;
c.  Pengeluarari daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak   dapat   diprediksikan    sebelumnya,    serta   amanat   peraturan
perundang-undangan; dan / atau

d.  Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan meninbulkan
kerugian    yang    lebih    besar    bagi    Pemerintah    Daerah    dan/atau
masyarakat.
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Dasal 17

Urainn  lebih  lanjut anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  sebagaimana
dilnaksud dalam pasal 2 , tercantum dalam lanpiran yang merupaktin bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Katingan ini terdiri dari :

1.  Lanpiran I Ringkasan  APBD  yang  Dikla.sifikasi  Menurut  Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2.  Lanpiran 11 Ringkasan   APBD   .vang   Diklasifikasi   menurut   Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.  hapiran Ill RIncian  APBD  menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah,
Organisasi,  Progran,  Kedatan,  Sub  Kegiatan,  Kelompok
Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;

4.  Lanpiran IV Rekapitulasi    Belanja    Menurut    Urusan    Pemerintahan
Daerah,  Organi rasi,  Program,  Kegiatan beserta hasil dan
sub kegiatan Beserta Keluarar;

5.  hapiran V Rekapitulasi   Belanja   Daerah   untuk   Keselarasan   dan
Keterpaduan   Urusan   Pemerintah   Daerah   dan   F\mgsi
dalam rangka pengelolaan keuangan negara

6.  Lanpiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7.  Lanpiran VII Sinkronisasi  Program  pada  RFUMD  dengan  Rancangan

APBD;
8.  Lanpiran VIII Sikronisasi  Fhogram,   kegiatan  dan  Sub  kectatan  pada

RKPD dan PI'AS dengan Rancangan APBD
9.  Lanpiram IX Sinkronisasi  Program  Prioritas  Nasional dengan  Program

Prioritas Daerch ;
0.  Lanpiran X Dafter Jiiulch Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
1.  Lanpiran H Daftar Piutang Daerah;
2.  Lanpiran XII Daftar  Penyertaan  Modal  Daerah  dan  lnvestasi  Daerah

Lainnya;
3.  Lanpiran XIII Daftar   Perkiraan   Penambahan   dan   Pengurallgan   Aset

Tetap Daerah dan Aset LalniLain;
4.  Lanpiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak /haztfty grears/,.
5.  hapiran XV Daltar Dana Cadangan; dan
6.  Lanpiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal  18

Bupati menetaphan peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagal landasan  operasional pelaksanaan
APBD.
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Pasal 19

Peraturan daerah ihi mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap  orang mengetahuinya,  memerini:ahkari  pengundangan Peraturan
Bupati Katingan dengan penempatannya dalam 'oerita. daerah.

Ditetapkan di Kasongan
adarfuggal 13 \REmtrr 9o>oi

DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAII  KABUPATEN KATINGAN  PROVINSI
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PBNJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR            TAHUN 2022

TBNTANG

ANGGARAN PENDAPA`TAN DAN BELANJA DAERAII
TAHUN ANGGARAN 2023

I.     UMUM
Bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  pasal  311   ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerch,  Kepala
Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   disertal   T}enjelasan   dan   dokumen-
dokumen pendukungnya kepada Dewan PerwaKilan Rakyat Daerah sesual
dengan  waktu  yang  ditentukan  oleh  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bei.sama.

Telah   ditetapkannya   Keputusan   Gubemur   Kalimantan   Tengah
Nomor    188.44/484/2022    tanggal    12    Desember   2022    perihal    Hasil
Evaluasi   Rancangan   Peraturan   Daerah   Kab.]ipaten   Katingan   Tentang
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Katingan  Tahun
Anggaran   2023   Dan   Rancangan   Peraturari   Bupati   Katingan  Tentang
Penjabaran  Anggaran  Pendap8 tan  Dan  Belanja  Daerah Tahun  Anggaran
2023.

Dengan  menetapkan   secara  rinci  jenis  belanja  operasi,   belanja
modal,  belanja  tidak  terduga  dan  belanja  transfer,  untuk  selanjuthya
dimasuhan  kedalam  Anggaran  Pendapatan  d   1  Belanja  Daerah  Tahun
Anggran 2023.

11.    PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Culmp jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Paed 10

Cukupjelas
Pasal  1 1

Cukup jelas
Pasal  12
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Cukupjelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal  15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal  18

Cukup jelas
Pasal  19

Cukup jelas
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